Tinjauan Mata Kuliah

anusia dan tanah memiliki hubungan penting sepanjang hidupnya. Tanah

memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia karena menjadi sumber
penghidupan, tempat tinggal, serta ruang bagi aktivitas sosial dan ekonomi. Hubungan
manusia dengan tanah diatur dalam hukum agraria yang berfungsi mengatur kepemilikan,
pemanfaatan, serta pengelolaan tanah secara adil dan berkelanjutan. Hukum agraria
memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban atas tanah, mencegah
konflik kepemilikan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan
reforma agraria. Regulasi dalam hukum agraria juga mencerminkan aspek keadilan
sosial, keseimbangan lingkungan, serta perlindungan hukum bagi semua pihak dalam
pemanfaatan dan penguasaan tanah di suatu negara.

Matakuliah Hukum Agraria merupakan mata kuliah yang diawali dengan
pembahasan ruang lingkup hukum agrarian secara umum, kemudian pembahas terkait
dengan konsep dasar dan prinsip (legal maxim) hak atas tanah dan hak hak atas tanah
(real property rights) berdasarkan pada tradisi hukum di dunia diantaranya civil law dan
common law yang menjadi dasar dalam pengembangan hukum agraria nasional (UUPA
1960). Mata kuliah ini juga membahas sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia
dimulai dari sebelum diundangkannya Agrarische Wet hingga era desentralisasi serta era
liberalisasi untuk mengkaji kontekstualisasinya. Selanjutnya juga dibahas secara detail
terkait dengan kebijakan Hukum Agraria Nasional dengan hak hak atas tanah dan proses
permohonan dan pemberiannya serta pendaftaran tanah. Disamping pemahaman secara
konseptual mahasiswa juga akan menganalisis kasus kasus pertanahan yang muncul
dan bagaimana membuat argumentasi hukum untuk menyelesaikan kasus pertanahan.
Pada akhir modul ini dibahas terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan
dan land reform atau pembaruan agraria yang merupakan salah satu agenda penting
dari pembangunan bidang Agraria secara berkelanjutan sebagai bagian dari agenda
sustainable development goals. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa
dapat menganalisis permasalahan agraria dan membuat argumantasi hukum untuk
menyelesaiakan permasalahan agraria

Modul 1: Ruang Lingkup Hukum Agraria

Memberikan pemahaman mengenai hukum agraria yang mengatur pengelolaan,
penggunaan, dan penguasaan tanah serta sumber daya agraria untuk kepastian hukum,
distribusi lahan, dan pembangunan nasional. Memperdalam cakupan hukum agraria
meliputi kepemilikan, penggunaan, pengelolaan, serta penyelesaian sengketa agraria.
Hukum ini terkait erat dengan hukum lingkungan, pertambangan, kehutanan, tata
ruang, serta perairan dan kelautan untuk menciptakan tata kelola yang berkelanjutan.
Mabhasiswa diharapkan memahami konsep dan ruang lingkup hukum agraria, mengelola
kawasan sumber daya agraria, serta menganalisis dampak regulasi dan implementasi
hukum agraria dalam mendukung kebijakan pembangunan dan keadilan sosial.



Modul 2: Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Global

Modul ini mengkaji kepemilikan, penguasaan, dan transaksi tanah dalam berbagai
sistem hukum, termasuk Civil Law, Common Law, dan hukum adat yang diatur dalam
hukum pertanahan. Melihat lebih jauh semua sistem yang mengakui pentingnya
bukti kepemilikan, perlindungan hak pihak ketiga, serta pengenaan pajak atas tanah.
Mahasiswa diharapkan memahami asas-asas hukum pertanahan, istilah dalam berbagai
sistem, penerapan prinsip hukum, serta perbedaan hak dan pembatasan yang melekat
pada tanah.

Modul 3: Sejarah Pembentukan Hukum Agraria

Modul ini memberikan pemahaman terkait dengan proses pembentukan Undang
Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, aspek yang mendasarinya dan pemberlakuannya.
Disamping itu juga membahas prinsip dan asas hukum pertahanan nasional serta hak
atas tanah yang ada di UUPA 1960 dan perkembangnnya. Dengan ini mahasiswa
diharapkan dapat memahami perkembangan implementasi prinsip dan asas hukum
pertanahan nasional serta ruang lingkup hak atas tanah berdasarkan pada UUPA 1960

Modul 4: Politik Hukum Agraria Nasional

Membahas politik hukum pertanahan di Indonesia yang terus berubah sesuai
dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari masa kolonial, Orde Lama,
Orde Baru, hingga Reformasi. Modul ini mengkaji Perubahan yang menyebabkan
ketidakpastian hukum dan konflik agraria yang merugikan petani gurem dan buruh tani
sebagai kelompok marjinal. Mahasiswa diharapkan memahami politik hukum agraria,
perbandingan historisnya, serta implikasinya dalam kebijakan nasional.

Modul 5: Hak Atas Tanah

Memberikan pemahaman mengenai tanah, dimana hanya permukaan bumi
yang dapat dimiliki individu atau badan hukum. Modul ini juga mengkaji lebih lanjut
Hak atas tanah yang mencakup hak penguasaan yuridis, dan hak menggunakan tanah
yang mencakup pemanfaatan ekonomi atas tanah, tubuh bumi, dan ruang. Mahasiswa
diharapkan memahami prinsip hukum pertanahan, hak-hak atas tanah, serta ruang
lingkup dan batasannya dalam sistem agraria Indonesia.

Modul 6: Pendaftaran Hak Atas Tanah

Membahas pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi
pemilik tanah dan mencegah sengketa agraria. Memperdalam sistem pendaftaran sejak
masa kolonial hingga kini, dengan UUPA 1960 sebagai dasar utama, diperbarui oleh
UU No. 7/2023 dan PP No. 18/2021 untuk mempercepat digitalisasi. Modul ini juga
membahas pendaftaran tanah yang terbagi menjadi sistematik (massal oleh pemerintah)
dan sporadik (permohonan individu). Mahasiswa diharapkan memahami konsep, asas,
regulasi, prosedur, serta mampu menganalisis hambatan dan solusi dalam pendaftaran
tanah guna mendukung kebijakan agraria yang berkeadilan.



Membahas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam UU

Modul 7: Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

No. 2/2012 dan PP No. 29/2023, mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta
ganti rugi yang adil. Regulasi ini memastikan transparansi dan efisiensi. Mahasiswa
diharapkan memahami dasar hukum, jenis pembangunan, prosedur pengadaan, serta
menganalisis kasus terkait.

Modul 8: Kompensasi Dan Konsinyasi Ganti Kerugian

Memberikan kajian mengenai mekanisme kompensasi bagi pemilik tanah
terdampak. Kompensasi diberikan atas tanah, bangunan, dan aset lain yang hilang
atau rusak, bertujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum. Modul ini juga
memperdalam mengenai konsinyasi, yaitu penempatan ganti rugi di pengadilan. Proses
ini memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Mahasiswa
diharapkan memahami konsep kompensasi, bentuknya, proses pengadaan tanah, serta
menganalisis kasus konsinyasi ganti rugi dalam praktik hukum.

Modul 9: Pembaruan Agraria

Memberikan pembahasan mengenai hukum agraria pada saat Orde Baru,
dimana nilai ekonomi tanah meningkat sebagai sarana investasi dan akumulasi modal,
menyebabkan ketimpangan penguasaan tanah dan maraknya landlessness. Modul
ini akan memberikan perbandingan dengan UUPA yang berperan dalam penegakan
HAM. Mahasiswa diharapkan memahami asas, prinsip, dan landasan pembaruan
agraria, tujuan reformasi agraria, serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat,
termasuk pengurangan kesenjangan dan peningkatan akses tanah bagi rakyat kecil guna
mendukung kesejahteraan nasional.

Untuk mendukung capaian pembelajaran dari 9 modul tersebut, para mahasiswa
juga diberikan exercise yaitu berupa latihan dan tes formatif di dalam setiap kegiatan
belajar, sehingga secara bertahap dapat merangsang melakukan pendalaman lebih jauh
untuk mata kuliah ini. Modul juga dilengkapi dengan sumber pembelajaran tambahan
pada link URL yang tersedia.

Semoga, dengan mempelajari Hukum Agraria sesuai tahapan bahan ajar, para
mahasiswa akan dapat lebih mudah memahami secara teoritis keilmuan maupun
aplikasinya terhadap pertanahan di Indonesia. selamat belajar.
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